BAB III

PERANAN SERIKAT PEKERJA/BURUH
DALAM PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENYELESAIANNYA
. . \ . )
MENURUT UU, NO, 22 TAHUN 1957

A.{Sebab-Sebab Timbulnva Pe:selisihan Perburnhan:

Dalam hidup bermasyarakat, seperti penulis ketahui
yang namanya perselisgihan itu merupakan masalah yang umum
dalam kghidupan manusgia, Adgnya ketidak sesuaian antara
satu dengan yang lainnya bisa saja terjadi dalam setiap
interaksi. Dengan adanya reaksi-reaksi tersebut masing
masing ada yang bisa mengendalikan emosinya Behingga' ter
cipta keharmonisan dalam setiap pertemuan dan dapat menca
pai titik persamaan, bagi mereka yang kurang bisa mengen-
dalikan emosinya maka akan timbul perselisihan -perse1isi

han,

Manusia Indonesia sama-gama makan nagi, sama-gama
berkulit sawo matang, namun dalam terjadinya interaksi
belum tentu sama dalam setiap kemauan, belum tentu sama
dalam menerima.dan merasa puas, karena setiap individu

memiliki reaksi yang berbeda,

Dalam setiap negara tentunya tidak lepas dari un-
dang-undang yang mengaturnya, begitu juga dengan bangsa

Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelesaian sesuatu

25.
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pun diselesaikan melalul jalur hukum, yang sebagal kono-
tasinya adalah Undang-undang, dengan ajaran Pangasila,A-
danye hukum dan perundang-perundangan adalah untuk mene
kan, mengendalikan perselisihan-perselisihan sehingga
pertentangan itu bisa diperkecil dan tidak menimbulkan
bahaya atau kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Perusahaan yang lingkungan masyarakatnya a-
dalah para tenaga kerja, hubungan perburuhan tidaklexmé
darli pengertian diatas, pengusaha telah mempertimbangkan
segala sesuatu yang bijak dan matang, bahwa hal seperti
itu akan diterima dengan baik oleh para pekerja / buruh,
Karena reaksli individu yang berbeda satu sama lain, maka
bagi mereka yang bisa menerima tidak akan ada maaaléh,
tetapl bagi mereka yang kurang bisa menerima kebijaksana
an yang diberikan oleh Pengusaha, karena tidak merasa
puas, maka timbullah perselisihan-perselisihan kecil da-
lam hatinya. Jika perselisihan itu dikembangkan, maka

akan timbul kegoncangan pada Perusahaan tersebut.

Perselisihan yang timbul antara buruh dan majikan
atau Pengusaha pada umumnya berkisar pada ketidak puasan
dalam masalah 3
l.ﬁngok pangkal ketidak puasan buruh dalam pengupahan,

Upah merupakan bagian kesejahteraan bagi para duruh,
dengan demikian bila ada ketidak beresan dalam pengu-
pahan maka akan timbul perselisihan diantara para
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buruh, Penyebab masalah tersebut antara lain 3

a. L%mbatnya pelaksanaan pembayaran upah, .

b. Adanya pemotongan upah untuk keperluan dana bagl
kepentingan pekerja/buruh tanpa perundingan dahulu
dengan pihak pekerja/buruh.

¢c. Belum mempunyai perusahaan untuk memperbaiki peker
ja/dburuh

d. Adanya kehendak dari pihak pekerja/buruh agar upah
nya dipersamakan dengan pengupahan yang lebih baik
dari Perusahaan lain. (G. Kertasapoetra, l992;g%8)

Dari uraian sebab-sebab diatas, sebaiknya pihak péhgu

sahg mengambil langkah-langkah bijak, bila keuangan

pPerusahaan tidak mencukupi sebaiknya diadakan musyawa
rah antara .pihak pengusaha dengan pihak pekerja / dbu
ruh, Dengan adanya keterbukaan maka pihak pengusaha
dan pekerja/buruh bisa saling toleransi.

2. Pokok pangkal ketidak puasan buruh dalam hal jaminan

gosial

Jaminan sosial adalah salah satu cara dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja beserta
keluarganya, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui

asuransi tenaga kerja (Astek).

Setiap Perusahaan dslam memberikan jaminan sosial
terhadap para tenaga kerga tidak selalu sama, Perusa-

haan satunya dalam hal meémberikan jaminan sosial le-
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bih besar, dan perusahaan satunya lebih keeil dalam
memberikan jaminan'sosial, Disini para pekerja /buruh
mengajukan permintaan agar pemberian jaminan sosial

tersebut ditinjau Kembali

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan
mentaati PP, No. 33/1977 tentang kewajiban dalam mem-
pertanggungjawabkan pekerja/buruh dalam Asuransi ?%na
ga Kerja. Pengusaha dengan meuntaati kewajiban terée-
but akan selamat dari perselisihan diatas. (G. Karta-
sapoetra, 1992 : 249).

Pokok Pangkal ketidak puasan dalam hal penugasan Kker
Ja

Kurang bisa menerima kebijaksanaan yang diberikan oleh
pengusaha timbullah ketidak puasan dan merupakan be-
nih-benih perselisihan pemindahan kerja dalam lingku
ngan Perusahaan adalah tujuan pengusaha dalam rangka
meningkatkan hasil produksinya, tetapi para pekerja/
buruh salah dalam menerima maksud dari pengusaha., Bah
wa kebijaksanaan tersebut telah menyimpang dari per-

janjian kerjae.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas sebaik
Pengusaha mengadakan musyawarah bersama dengan para
pekerja/buruh dan memberikan penjelasan, Semua itu

bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan seka-
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ligus mensejahterakan kehidupan para pekerja / burﬁh
serta penempatan tenaga kerja yang cocok dengan peker
jaannya, dengan musyawarah yéng baik buruh tidak akan
ada salah pengertian,

Masalah daya kerja dan kemampuan kerja

Pengusaha/majikan mempunyai cara tersendiri dalam
rangka meningkatkan produksi perusahaannya, pengusaha
berusaha memberikan rangsangan dan perbaikan keselah-
teraan terhadap para pekerja/buruh, tetapi cara seper
ti itu daya kerja dan kemampuan serta kemauan Kkerja
masih sangat lemah, pengusaha ada kalangan mengeluar-
kan peraturan khusus dengan tujuan meningkatkan daya

kerja dan kemampuan serta kemauan para pekerja / buruh,

Sesuai dengan penjelasan tentang pengadaan peraturan
kerja, bahwa dalam pembentukan suatu peraturan khusus
sebelum diberlakukan kepada para pekerja/buruh terle-
bih ‘dahulu dimintakan persetujuan pada para pekerja /
buruh bila ada salah satu burubh yang melanggar, maka
akan disadarkan oleh Serikat Buruh/Pekerja, tembusan
dari peraturan khusus ini hendaklah dikirim ke Depar-
temen Tenaga Kérja C.q. Kéntor Departemen Tenaga Ker-

ja setempat. (G. Kertasapoetra, 1992, 250).

N,

Pokok pangkal ketidak puasan karena masalah pribadi

Masalah pribadi dapat menimbulkan perselisihan antara



pengusaha/majikan dan pekerja/buruh disebabkan
a., Tingkah laku atau tindakan pengusaha/majikan terha
dap pekerja/buruhn.

Buruh dalam melakukan kekeliruan sebaiknya pengusa
ha tidak berﬁuat semena-mena dan kasar terhadap bu
ruh/pekerja, maksudnya tindakan yang  menyakitkan
hati buruh/pekerja, Pengusaha yang baik akan membe
rikan nasehat terhadap para buruh/pekerja, serta
menekankan kepada para buruh/pekerja hendaknya da-
lam bekerja selalu mengamalkan dan menghayati ni-
lai-nilai Pancasila.

b. Tingkah laku dan atau tindakan pekerja/burub terha
dap Pengusaha/majikan.

Begitu juga sebaliknya dengan pekerja/buruh apabi-
la pengusaha/majikan melakukan kesalahan, sebaik -
nya tidak perlu ditanggapi dengan kasar atau berba -
lik menyakiti. Saling menghayati dan mengamalkan
Pancasila semua akan bisa baik dan saling menerima
tanpa adanya perselisihanM(G.Nfertasapoetra, 1992:
251).

Dari uraian diatas disebutkan beberapa pokok pang
kal ketidak puasan buruh/pekerja yang menimbulkan perse=-
lisihan antara majikan/pengusaha dan buruh/pekerja.Dalam
ernjelasan lain disebutkan beberapa hal yang menyebabkan

timbulnya perselisihan perburuhan diantara ialah 3
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1, Tidak disiplin masuk kerja, yaitu datang terlambat dan
\pulang sebelum waktunya denggn alasan yang tidak bisa
diterima oleh Pengusaha/Majikan

2. Tidak cakap atau tidak sanggup melaksanakan petunjuk
yang diberikan atasan

3, Menolak melakukan tugas yang dilimpahkan sesual de~
ngan tata tertib dan peraturan perusahaan

4. Melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, dengan
sengaja, sehingga mengganggu ketenteraman tamu dan
kesenangan tamu yang mengakibatkan kerugian perusaha-
an,

5. Tidak hormat, bertindak kasar, memperlihatkan sikap
yang menjengkelkan dan menentang atasan. (ﬁgrtono Wi-

W

dOdO, 1989 : 39)0

‘Selain faktor-faktor diatas yang menyebabkan ter=-
jadiny; perselisihan perburuhan, juga kurangnya menghaya
ti dan melaksanakan kesepakatan kerja bersama dan mepjan
jikan perburuhan bisa menjadi penyebab timbulnya perseli
sihan pgrburuhan karena masing-masing pihak selalu menca
ri kelemahan-kelemahan untuk kepentingan individunya. Se
hingga belum sesuai dengan sistem ﬁubungan perburuhan
yang didasari dengan semangat dan jiwa Pancasila dinta-
ranya ¢ \

1. Timbulnya i'tikad yang kurang baik dari pekerja/burunh
maupun pengﬁsaha étau majikan itu sendiri yang menyim



32

pang dari kesepakatan kerja bersama yang telah disepa
kati bersama,

2. Belum dihayatinya sikap mental dan sikap sosial para
pelaku proses produksi, barang dan jasa oleh pengusa-
ha/majikan dan pekerja/buruh

3, Kurang keterbukaan dari pihak pekerja/buruh maupun
pengusaha/majikan, saling curiga mencurigai cara=-cara
memaksa kehendak baik melalui intimidasi bersifat fi-
sik maupun fisiologis dan cara=-cara yang tidak sesual
dengan kehidupan hﬁbungan perburuhan/industrial Panca

'8ila dewesa ini,

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa
yang menjadi sebab-sebab timbulnya perselisihan perburu-
han adalah karena ketidak puasan buruh dalam menerima
kebijaksanaan yang diberikan oleh pihak pengusaha, kepen
tingan para buruh beserta tuntutan haknya diabaikan oleh
pengusaha, dan juga perselisihan itu timbul dari  pihak
buruh itu sendiri, dalam hal ini buruh tidak mematuhi pe
raturan kerja yang telah disepakati, tidak ' menghormati

atasan dan lain sebagainya.

Langkahélangkah bijak untuk mengantisipasi timbul
nya perselisihan perburuhan baik oleh majikan maupun
buruh adalah terciptanya kerjasama yang serasi antara
keduanya, sehingga masing-masing pihak mengerti peranan

nya serta hak-hak dalam melaksanakan kewajiban yang me-
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miliki kesadaran dan tanggungjawab atas kelancaran, kema

juan dan kelangsungan hidup perusahaan.

B, Akibat Perselisihan Perburuhan

Apabila pekerja/buruh telah terikat dalam perjan~
jian kerja, maka yang harus di ingat adalah terjadi
nya pemutusan hubungan kerja, Hal ini dapat dimengerti
karena dengan putusnya hubungan kerja akan membawa penga
ruh psikologis, ekonomi dan finansial bagi pekerja/buruh
beserta keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hi

dupnya. (Hartono widodo, Judiantoro, 1992 : 27).

Dengan diputusnya hubungan kerja oleh ., pengusaha
berarti pekerja/buruh akan kehilangan pencaharian yang
merupakan sumber kesejahteraan bagi dirinya beserta ke-
luarganya dan juga akan merupakan beban pemerintah di

dalam menanggulangi pengangguran.,

Berdasarkan teori yang ada, maka memang pekerja/
buruh berhak mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan
pengusaha/majikan, akan tetapi dalam prakteknya pemutu-

~san hubungan kerja itu selalu datang dari fihak pengusa-
ha/majikan,

_ Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemerin
tah telah mengeluarkan Undang-Undang No.l2 tahun 1964

tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta .
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Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1964 ini
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubu-
ngan kerja dengan sekehendak hafinya sendiri/sefihak,bah
kan hal ini harus dihindari.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 tentang pemutu-
san hubungan kerja di perusahaan swasta ini diatur dalam
pasal 1 s8ebagal berikut :

(l) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terja-
. ¢4 di pemutusan hubungan kerja.

(2). Pemutusan hubungan kerja dilarang 3
" ae Selama buruh berhalangan menjalankan pekerja
annya karena keadaan sgakit menurut ketera=-
ngan dokter selama waktu tidak melampaui - 12

(dua belas) bulan terus menerus;

b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerja
an karena memenuhi kewajiban terhadap negara
yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau Peme
rintah atau karena menjalankan ibadat yang
diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pe
merintah (Imam Soepomo, 1992 : 254).

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pe-
ngusaha secara sepihak, maka merugikan pihak pekerja /
buruh diantaranya :

a. Pekerja/buruh akan kehilangan mata pencahariannya yang
merupakan sumber penghidupan untuk dirinya beserta

' keluarganya. '
b. Dalam hal mencari pekerjaan lagi ia harus banyak me
ngeluarkan energi (keluar masuk perusahaan) biaya su-
rat-surat lamaran,-foto coppy surat-surat dan * lain

lain,



c. Biaya hidup beserta keluarganya selama belum mendapét
kan pekerjaan sebagai gantinya.

d. Menambah beban pemerintah, déngan bertambahnya banyak
pengangguran akan menimbulkan dampak negatif terhadap

keamanan masyarakat, bangsa dan Negara

Pemutusan ﬁubungan kerja yang dilakukan oleh pi-
hak pekerja/buruh secéra sepihak akan merugikan pihak
pengusaha/majikan, terlebih jika pekerja/buruh yang ber
sangkutan merupakan tenaga ahli di perusahaan, antara
lain :

1. Pengusaha/majikan harus mencari tenaga pengganti yang
dapat meneruskan pekerjaan yang telah dilaksanakan

2. Pengusaha/majikau harus melakukan latihan-latihan/pen
didikan lagi terhadap pekerja/buruh yang baru dan akan
memakan biaya serta waktu,

3. Selama tenaga pengganti belum ada, produksi kemungki- |
nan akan terganggu kwalitas maupun kwantitasnya.

4., Menambah biaya dalam pemasangan iklan untuk mencari

pengganti pekerja/buruh yang dibutunkan,

Mengingat kerugian yang akan diderita oleh kedua
belah pihak, maka Pemerintah telah menganjurkan bahwa
didalam hubungan industrial Pancaéila sistem musyawarah
untuk mencapai mufakat harus dimanfaatkan dan diperhati-
kan oleh pihak-pihak yang sedang mengalami perselisihsan
'supaya diadakan perundingan .- (Hartono Widede, dkk, 1992:
31) i

N
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Ce. Peranan Serikat Pekerja[Buruh~Dalam Perselisihan Pere

buruhan

Partisipasi karyawan (pekerja/buruh) dalam hubu
ngan industrial dapat dilakukan secara langsung dan atau
melalui sistem perwakilan dalam bentuk serikat pekerja.
Sebab itu, patisipasi pekerja/buruh dalam hubungan indus
trial, Juga merupakan perwujudan hak dan kebebasan karya
wan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin

oleh konstitusi dan Undang-Undang.

Kehadiran Serikat Pekerja/buruh di Perusahaan a=-
dalah sebagai salah gatu ;arana untuk terciptanya hubu
ngan kerja yang serasi, selaras dan seimbang antara pe-
ngusaha/majikan dan pekerja/buruh dalam rangka peningka-
’

tan produksi dan produktifitas kerja. (Hartono Widodo
1992 : 32). |

Sejalan dengan-dibentuknya serikat pekerja/ buruh
di peruéahaan bertujuan untuk menjadikan sarana dan waha
na yang efekiii dalam msnampung aspirasi para pekerja/
buruh, agar mereka merasa lebih dilindungi kepentinganya
dan tidak mencari penyelesalan gendiri-sendiri apabila
terjadi sesuatu permasalahan dalam rangka memperbaikidan
meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam suatu perusa
haan dimana mereka bekerja. Dengan pengertian bahwa keha
diran serikat pekerja/buruh di perusahaan adalgh merupa-
kan partner terhadap pengusaha/majikan didalam membuat
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kesepakatan kerja bersama (KKB) yang memuat syarat-syarat

kerja yang harus diperhatikﬁh dalam perjanjian kerja.

Gerakan serikat pekerja lindonesia dalam waktu yang
cukup iﬁma lebih berorientasi kepada politik atau merupa-
kan bagian dari Partai Politik., Struktur serikat pekerja
seperti itu mempunyai banyak kelemahan. Misalnya di peru-
sahaan-peruszhaan sering terdapat lebih dari satu serikat
pekerja. Tiap serikat pekerja pada umumnya selalu menén -
jolkan kepentingan politik kelompoknya dari pada kepenti
ngan sosial ekonomi karyawan secara keseluruhan, Bahkan
seringkalizterjadi pertentangan antara serikat pekerja
yang memperlemah posisi karyawan dan serikat pekerja seca

ra keseluruhan,

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka sejak tahun
1973, terjadi perubahan yang fundemental dalam gerakan
serikat pekerja di Indonesia. Perubahan pertama adalah
bahwa serikat pekerja menjadi berdiri sendiri, tidak ter-
ikat pada Partail Politik. Sejarah pergerakan serikat pe-
kerja di Indonesia memperlihatkan bahwa mereka sering
untuk mengorganisir dan memperjuangkan kepentingan mereka'
karena adanya ikatan salah satu Partai Politik. ( Payaman
J. Simanjuntak, 1992 : 15).

Kedua, disetiap perusahaan hanya boleh dibentuk
satu serikat pekerja. Sejarah gerakan serikat pekerja ju-
ga memperlihatkan bahwa serikat pekerja yang banyak dalam



perusahaan justeru membuat mereka menjadi lemah, sulit
bekerjasama dalam mencapai tujuan, bahkan sering terjadi
rersaingan diantara mereka. Sehingga kepentingan karya-
wan tidak berhasil diperjuangkan., Berdasarkan kesepaka
tan yang dicapail oleh wakil-wakil serikat pekerja dalam
tahun 1973 maka disetiap lapangan usaha dibentuk hanya
satu serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP). Semua SBLP
tersebut bergabung dalam federasi buruh seluruh Indone=-

sia (FBSI). (Payaman J. Simanjuntak, 1992 : 15 ).

Dalam perkembangannya, yaitu dalam Kongresnya yang
kedua pada bulan Nopember tahun 1985, FBSI berubzh nenja
di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang lebih
bersifat unitaris. SBLP menjadi Departemen dalam struk-
tur baru. Kemudian dalam Kongres SPSI pada tahun 1990,
Departemen dirubah menjadi sektor dengan otonomi yang le
bih besar (Payaman J, Simanjuntak, 1992 : 15).

Serikat Pekerja/buruh di perusahaan harus dapat
membin; éerta mengusahakan agar para pekerja/buruh mempu
nyai kesadaran yang tinggi dan turut bertanggung - Jawab
atas kelancaran tugas, kemajﬁandan kelangsungan hidup
perusahaan. Penyimpangan dari tujuan dibentuknya Serikat
Pekerja/buruh di Perusahaan baik yang diragukan oleh
anggotanya maupun dari pengurus unit kerja itu sendiri
dapat berakibat tergoncangnya ketenangan kerja dan ke-

langsungan berusaha, bahkan dapat berakibat putusnya hu
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bungan kerja ataupun penutupan perusahaan,

Peranan yang lebih penting dan telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964, Bagl pengusaha atau
majikan yang mempunyai maksud memutuskan hubungan kerja
terlebih dahulu harus mementingkan perundingan kepada
serikat pekerja/buruh pada unit kerja perusahaan, karena
ketentuan tersebut adalah merupakan prasyarat dapat atau
tidaknya permohonan ijin pengusaha diterima oleh panitia

penyelesaian perselisihan perburuhan untuk disidangkan ,

Jadi fungsi, peranan dan tugas pokok serikat pes=
kerja/buruh adalah sebagai berikut :

1. Sgbagai wadah penyalur aspirasi para anggotanya dalam
mésalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab sebagai pekerja/buruh.

2. Memberikan perlindungan serta memperjuangkan hak-hak
dan kepentingan anggota dalam meniﬁgkatkan ekonomi

3. Meningkatkan keterampilan dan pengabdian para anggota
nya terhadap perusahaan

4. Meningkatkan aspirasi dan tanggungjawab dalam pélaksa
naan hubungan kerja perburuhan/industrial Pancasila
menyusun kesepakatan kerja bersama, kelembagaan Bipar

tite/Iripartite dan penyelesaian perselisihan perburu
han (Hartono widodo, 1992 : 34)

C b
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D. Dasar-Dasar Hukum Perselisihan Perburuhan

Perselisihan-perselisihan perburuhan harus disele
salkan secepatnya dan sedapat mungkin harus diselesaikan
dengan penuh ketertiban dan musyawarah. Sehingga tidak
mengganggu aktifitas perusahaan, sehubungan perusahaan
mempunyai fungsi gosial yang mana hasgil dari perusahaan
itu untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dalam masalah
perselisihan disini Pemerintah ikut bertanggungjawab ma-
ka dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur masalah ini,
sebagal dasar hukum perselisihan perburuhan diantaranyas
1. Undéng-Undang No, 22 tahun 1957 yang mengatur perseli

sihan perburuhan secara kolektif, perselisihan perbu-
ruhan yang berhubungan dengan hubungan kerja dan 8ya
rat-syarat kerja,

2. Undang~-Undang No, 12 tahun 1964 yang mengatur perseli
sihan perburuhan perseorangan yaitu tentang pemutusan
hubungan kerja oleh pengusaha/majikan (Hartono wido-
do, 1992 : 24),

Selain dikeluarkan Undang-Undang tersebut diatas
Pemerintah juga meugeluarkan Peraturan-Peraturan Menteri
deungan maksud ﬁntuk mencegah dan mengulangi terjadinya.
perselisihan perburuhan, antara lain : .

l. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. OZ/MEﬂ/ 1985,
tentang syarat penunjukan, tugas, kedudukan 'wéweﬁang

regawai perantara.
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2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.342/ MEN.7
1985 tentang Pedoman Petunjuk Umum Pemérantaraan Per-
seligihan Hubungaun induetriai Khususnya dalam meugha

. dapi kasus-kasus mengenal upah lembur, pemogokan, pe-
kerja kontrak, pemutusan hubungan kerja dan perubahan
status atau pemilikan perusahaan,

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja somor : Kep.-297 /MEN/
1985 tentang Pedoman Kerja Pegawai Perantara

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1986 R
tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja'dan Peneta
pan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian (Har

tono Widodo, 1992 : 24),

Dalam buku Kartasapoetra juga dijelaskan Undang = Undang
dan beberapa peraturan Pemerintah Yang berkaitan dengan
ﬁasalah perselisiban perburuhan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 22/1957 tentang Penyelesaian Pere
selisihan Perburuhan

2. Peraturan Pemerintah No, 50/1957, tentang Tata Tertibd
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
(P4P)

3. Peraturan Pemerintah No, 51/1957, tentang Pengangka-
tan dan Pemberhentian Ketua, Arggota Pengganti P4 Pu-
sat. '

4. Peraturan Pemerintah No 52/1957, tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Ketua, Anggota Pengganti P4 Daerah
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5. Peraturan Pemerintah No. 21/1958 jo Peraturan Pemerin
tah no. 33/1958 tentang berlakunya UU No. 22/1957;

6. Peraturan Menteri Perburuhan no. 7/1958, tentang Su-
sunan dan Tuges Kepaniteraan P4D dan P-4P;

7. Penetapan Presiden no. 7/1963 téntang Pencegahan dan
Pemogokan dan atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan

-'a

Jawatan dan badan yang vital,

Jadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perseli-
sihan perburuhan dan beberapa peraturan pemerintah yang
berkaitan dengan masalah perselisihan perburuhan berarti
Pemerintah tidak tinggal diam dengan masalah ini, Peme =
rintah bertanggungjawab penuh serta melindungi semua
warga negaranya baik yang sebagai pengusaha maupun yang
bekerja sebagai buruh, Pemerintah tidak menghendaki per-
selisihan yang berlarut-larut, karena bila sampai terja
di perselisihan yang berlarut-larut tidak hanya perusaha °
an yang merasa rugi tetapi masyarakat, bangsa dan negara

merasakan kerugian,

E. Sistem Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Perburu-

han Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957

Perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adalah
hal yang wajar, karena perbedaan gifat satu sama 1lain,

akan tetapi bila perselisihan dibiarkan berkembang tanpa

"adanya penyelesaian maka akan menimbulkan kegoncangaen ,
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begitu halnya dengan perselisihan yang terjadi dalam
lingkungan perusahaan, bila perselisihan itu di biarkan
berlarut-larut maka akan membuankan kegoncangan dalam pe

rusahaan tersebut,

Berdasarkan pada bentuk-bentuk perselisihan'perbu
ruhan yang dilihat dari jenisnya, didalamnya mencakup per
selisihan hak dan perselisihan kepentingan, Dengan demi-
kian mengenai perselisihau hak dibidang perburuhan ada
dua badan atau instansi yang berwenang menyelesaikannya,
yaitu Pengadilan Negeri dan Panitia Penyelesaian Perseli
sihan Perburuhan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu s
1, Yang menuntut dimuka Panitia Penyelesaian Perseligi-

han Perburuhan hanyalah majikan dan organisasi buruh,
tidak juga buruh perseorangan, Sedang dimuka Pengadi-
lan wegeri buruh perseorangan dapat mengajukan tuntu
tannya,

2. Sanksi putusan Pengadilau Negeri adalah sémata - mata
sanksi perdata, sedang pihak yang tidak tunduk pada
putusan panitia penyelesaian perselisihan Perburuhan
dapat pula dikenakan pidana kurungan selama = lamanya
3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh
ribu rupiah (Iman Soepomo, 1980 : 27).

Sedang perselisihan kepentihgan hanya dapat diaju
kan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
tidak kepada Pengadilan Negeri.



by

Dalam proses penyelesaian perburuhan menurut Un=
dang-Undang no, 22/1957 dapat dilakukan dalam lima ting-
kat, yaitu apabila penyelesaian'secara langsung antara
pekerja/buruh dan majikan/pengusaha pada tingkat pertama
tidak berhasil proses penyelesailan adalah gebagai beri =
kut :

l. Peuyelesalan tingkatipertama
Tujuan Pemerintah dalam menghadapu masalah per
seligihan yaug timbul dalam perusahaan yaitu sedapat
mungkin bisa diselesaikan dengan baik dan tertid ,
saling harga menghargai antara pihak pekerja / buruh
dan majikan/pengusaha., Dengan demikian kerjasama yang
baik dalam usaha produksi dapat dijalin, efektifitas

efigiensi dapat menunjang pemenuhan kebutuhan.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 :

(1). Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, ma
ka serikat buruh dan majikan mencari penyele
salan perselisihan itu secara damai dengan
Jalan perundingan,

(2). Persétujuan yang tercapai karena perundingan
itu dapat disusun menjadi perjanjian perburu -
han menurut ketentuan yang tercantum dalam

Undang-Undang perjanjian perburuhan. ( Iman
Soepomo, 1992 : 301 - 302 ), )

Berlandaskan pasal diatas, jika timbul perseli
sihan perburuhan, maka langkah permulaan yang harus

ditempuh pihak buruh yang merasa kurang puas dengan



kebijaksanaan yang diberikan oleh majikan/pengusaha',
secara resmi baik secara langsung maupun secara tertu
lis dengan melalui serikat buruh yang menjadi  wakil
wakilnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membe
ri tahukau adanya ketidak puasan itu kepada pihak ma=-
jikan/pengusaha, dan meminta supaya dapat diselesai =
kan melalui perundingan dalam waktu yang dekat. Menu
rut kélaziman untuk reaksi waktu yang diberikan adalah
tujuh hari. Jika dalam waktu tujuh hari belum berha
8il diselesaikan, pihak majikan/pengusaha masih tidak
mentolerer keluhan para buruh/pekerja, maka wakil
buruh/pekerja menyampaikan langsung kepada personalia
perusahaan untuk menunggu reaksi tersebut diberikan

waktu tujuh hari,

Apabila dengan cara seperti itu belum membawa
hasil, maka pihak buruh/pekerja melalui wakilnya ﬁe-
ngajukan masalah ini ke wakil perusahaan setempat yang
mempunyai kedudukan tinggi secara langsung ataupun se
cara tertulis. Dalam hal ini waktu yang diperlukan
adalah 2 x 7 hari., Jika dengan cara tersebut magih
belum berhagil juga, maka pihak bﬁruh/pekerja ‘yang
melalui wakilnya mengadukan masalah ini kepada pega-
wal pengawas (Kertasapoetra, 1982 : 140),

‘2. Penyelesaian tingkat kedua

Dengan mengadukan ke pegawal pengawas berarti
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pihak buruh mengajukan kepada pegawal pengawas nntﬁk
membérlkan perantaraan guna mencari penyelesaian da-
lam perselisihan tersebut, P;rantaraan ini menurut pa
sal 3 ayat (2) UU. No. 22/1957 harus diberikan (Ker-
sapoetra, 1982 : 141).

Setelah menerima pemberitahuan secepatnya pega
wali itu mengadakan penyelidikan tentang sebab musabab
terjadinya perselisihan, sehingga diketahui duduk per
karanya dalam waktu paling lambat 7 hari, terhitung
mulai tanggal menerima pemberitahuan,. Adapun cara
cara dan ketentuannya yaug berlaku buat perantaraan ]
leh panitia daerah (P4D), seperti disebutkan pada pa-
sal 4 ayat (1) UU, No. 22/1957.

Dalam méncapai penyelesaian perselisihan pega-
wai pengawas mengadakan persidangan secara damai kepa
da para pihak yang berselisih, bila dengan cara perun
dingan membawa hasil, maka keputusan itu mempunyai ke
kuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan (Pasal 7
ayat (3) UU. No. 22/1957). '

Sesual dengan bunyi pasal 4 ayat (2), jika pe-
gawal berpendapat bahwa suatu perselisihén.tidak da-
pat diselesalkan dengan perantaraan olehnya, maka hal
itu segera diserahkan kepada panitia daerah dengan
memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan,
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3. Penyelesaian tingkat ketiga |
Yang dimaksud dengan Panitia Daerah adalah Pa-

nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah,yang
didirikan oleh Departemen Teﬁaga Kerja di daerah-dae-
rah (pasal 5 ayat (1) UU. No., 22/1957) (Iman Sopoemo,
1992 : 302). '

Adapun anggota panitia Penyelesaian Perselisi

han Perburuhan Daerah (P4D) yang terdiri :

a. Seorang wakil dari Depnaker setempat, sebagai ke-
tua merangkap anggota

b. Seorang wakil dari Departemen Perindustrian sebagal
anggota

C. Sgdrang wakill dari Departemen Keuangan, sebagai
anggota

d. Seorang wakil dari Departemen Pertanian, gebagail
anggota

e. Seorang wakil dari Departemen Perhubungan/ Pelaya~-
ran, sebagal anggota

f., Lima orang sebagai wakil dari pihak buruh; dan

gy Lima orang sebagai wakil dari pihak pengusaha/staf
perusahaan (Kertasapoetra, 1992 : 260).

Ketua, anggota serta anggota pengganti, diang-'
kat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja menu

rut kententuan yang diatur.

Sedangkan daerah kekuasaan tiap panitia, pera-

turan tata tertib, penggantian kerugian untuk peker-
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jaan ‘yang dilakukan serta susunan kepaniteraannya di

tetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pihak buruh yang bermékaud mengadakan tindakan
harus terlebih dahulu memberitahukan dengan surat ke-
pada pihak majikan/pengusaha dan kepada panitera dae
rah, dalam surat tersebut harus diterangkan bahwa
telah diadakan perundingan antara majikan dan buruh,.
akan tetapi apabila tidak membawa hasil atau perminta
annya ditolak oleh majikan, selanjutnya Ketua Panitia
Daerah memberitahukan kepada masing-masing pihak bah-

wa akan diadakan sidang pendahuluan.

Bila usaha penyelesaian perselisihan diserah-
kan kepada P4D, maka dinyatakan dengan surat perjaﬁji
an antara kedua belah pihak dihadapan P4D. Dalam su-
rat perjanjian ini dijelaskan tentang :

a. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan =
yang dimintakan penyelesaiannya.

b. Nama-Nama pengurus atau wakil-wakil buruh dan maji
kan serta tempat kedudukangya.

c. Slapa yang ditunjuk sebagai juru pemisah atau De-
wan Pamisah serta domisilinya

d. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada keputu
san yang diambil oleh juru pemisah/pendamai dalam
hal ini panitia penyelesaian daerah. (Kertasapoet

ra, 1982 : 143).
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Panitia daerah berusaha menyelesaikan perseli-
sihan ;ntara kedua belah pihak dengan perundingan se
cara damai untuk mencapai penyelesaian, perundingan
yang membawa hasil mempunyai kekuatan hukum, Dalam
usaha penyelesaian perselisihan P4D menggunakan sega
la upaya dan menimbang sesuatu deﬁgan mengingat hukum
perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepenti

ngan Negara,

Panitia daerah memberikan keputusan yang beru-
ra :
a..Aﬁjuran
b. Keputusan yang mengikat, yang diatur pada pasal 10
UU. Nomor 22/1957.

%si keputugan Panitia Penyelesaian Perselisi=-
han Perburuhan vaerah :
l. Keputusan P-D memuat :
a). Nama Serikat Buruh dan majikan serta tempat ke
audukanﬁya
b). Ikhtis#r dan tuntutan, alasan-alasan serta
penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak
c). Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar
putﬁsan.
d). Pokok putusan yang juga memuat pernyataan, apa

kah putusan bersifat anjuran yang mengikat.

2. Dalam putusan tersebut :
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a). Diberi tanggal

b). Dibubuhi nama tempat dimana putusan itu diabil

¢). Ditanda tangani oleh Ketua dan Paniteranya (FX
Djumialdji, 1987 : 46).

Sesudah diambil putusan, salinan surat keputu
san itu disampaikan kepada kedua belah pihak dengan
surat tercatat atau dengan perantaraan Pegawaili Kepani

teraan dan masing-masing memperoleh satu lembar,

Penyelesaian tingkat ke empat oleh P4P

Jika putusan yang diberikan oieh Panitia Penye
lesaian Perselisihau Perburuhan Daerah kurang memuasg-
kan bagi salah satu pihak, maka berdasarkan Undang

Undang Nomor 22/1957 pasal 1l dapat dimintakan peme-

riksaan ditingkat pusat.

a., Terhadap putusan panitia daerah yang bersifat me-
ngikat, kecuali bila putusan itu mengenai soal=go-
al yang khusus bersifat lokal, ditentukan oleh
panitia pusat, dalam 14 hari setelah putusan . itu
diambil salah satu pihak yang berselisih dapat me
minta pemeriksaan ulang kepada panitia pusat

b. Permintaan ulangan yang dinyatakan pada panitera
panitia daerah &ang bersangkutan mencatatkan dalam
daftar yang disediakan}kemudian meneruskannya kepa
da panitia pusat disertai surat-surat yang berhubu

ngan dengan perkaranya
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c. Panitia pusat dapat menarik suatu perselisihan pér
buruhan dari tangan pegawal/Panitia Daerah untuk
diselesaikan, bila perselisihan perburuhan itu
menurut pendapat panitia pusat dapat membahayakan
kepentingan Negara atau kepentingan umum,penarikan
diberitahukan kepada pegawai/panitia daerah serta
pihak-pihak yang berseligih (Iman Soepomo, 1989 :
296 - 297).

Tentang susunan dan keanggotaan panitia penye=
lesaian perburuhan pusat meuwurut UU, no. 22/1957 ada
lah sebagai berikut :

a, Panitia Penyelesainan Perselisihan Pusat berkedudu

di Jakarta yang terdiri dari :

1). Seorang wakil ke-mMenterian Perburuhan (sekarang
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kope
rasi) sebagai anggota merangkap ketua.

2). Seorang wakil ke-Menterian Perekonomian.

3). Seoraug wakil ke-Menterian keuangan

4). Seorang wakil Menteri Pertanian

5). Seorang wakil Menteri Perhubungan

6). Lima orang dari kalangan buruh

7). Lima orang dari kalangan majikan, yang kesemua
nya sebagai anggota.

8). Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggo
ta pengganti,
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b, Mereka yang tersebut dimuka diangkat dan diberhen-
tikan oleh Dewan Menteri dengan Surat - Keputusan
Presiden, atas usul Menteri “enaga Kerja Menurut
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah .

Tugas P4P adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan ﬁlang keputusan P=-4D yang d;naik ban=-
dingkau. |

b. Merarik surat perselisihan perburuhan dari P4D un
tuk diselesaikan oleh P4P, karena perselisihan itu
dianggap berbahaya bagi kepentingan Negara maupun
kepentingan (Kertosapoetra, 1992 : 271

Permintaan pemeriksaan ulang dinyatakan pada
panitia daerah bersangkutang dan mencatatnya i dalam
daftar yang disediakan dan meneruskan kepada panitia
pusat disertai surat-surat yang berhubungan dengan
persebut. Dalam hal penarikan usaha penyelesaian oleh
P4D, oleh PAP harus diberitahukan kepada pegawai Dep-
naker/P4D, séfta pihak yang berselisih.

Délam memberikan keputusan P4P mempertimbang-
kan denéan mengingat 3
-~ Hukum yang harus diartikan, pada umumnya dan khusus
nya hukum perburuhan, yaitu semua aturan perburuhan
baik yang tertulis dalam undang-Undang dan peratu-
ran lainnya yang tidak tertulis

- Perjanjian, yang harus diartikan hukum perjanjian,



- pada umumnya dan pada khususnya isi perjanjian kér
Ja dan perjanjian perburuhan, serta kita tambahkaen
peraturan majikan (reglement) yang bersangkutan.

- Kebiasaan, yang harus diartikan keblasaan yang meru
pakan aturan yang biasanya disebut pula hukum kebi
asaan, terutama dibidang perburuhan.

~ Keadilan, yang harus diartikan rasa keadilen dan

Yang menjadi pokok dasar bagi segala pengaturab se-

suatu dalam peratﬁran-peraturan dan kebijaksanaan a

tau dengan kata lain dasar pokok bagi pembentukan

hukum pada umumnya dan kKhususnya hukum perburuhan,
- Kepentingan Negara, yang harus diartikan Kepenting-

an negara yang tercermin dalam hukum dan kebijaksa-

naan pemerintah., (Imam Soepomo, 1983 : 14 = 15)

Jika dipandang perlu untuk melakukan suatu ke
putusan P4AP itu maka oleh pihak~-pihaknya yang bersang
kutan dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri di Ja=-
karta agar supaya putusan itu dijalankan menurut atu-
ran;'yang viasa uniuk menjalankan suatu keputusan per
data (Vide pasal 16 ayat (1) dan UU. No. 22/1957) Da
lam Putusan Panitia Pusat memuat :

a. Nama serikat buruh danvpengusaha'serta tempat kedu
dukan mereka;
b. Ikhtisar dari tuntutan, balasan serta renjelasan

lebih lanjut dari kedua belah pihak;
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c. Pertimbangan yang menjadi dasar keputusan itu
d. Pokok keputusan yang juga memuat pernyataan,apakah

keputusan itu bersifat anjuran atau mengikat.,

Bila.keputusan PAP dianggap tidak memelihare
ketertiban umum dan tidak melindungi kepentingan Nega
ra, maka Menteri dapat menunda dan membatalkan pﬁtu-
san tergebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
menggunakan hak veto adalah sebagai berikut :

l. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan itu untuk
memel ihara ketertiban umum serta kepentingan Nega-
ra.

2. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan harus didahu
lui dengan perundingan dengan Menteri-Menteri yang
ke-Menteriannya LDepartemennya) mempunyai wakil
dalam PAP

3. Hak veto digunakan dalam jangka waktu 14 hari sesu
dah tanggal keputusan P4P (Djumialdji, 1987 : 49).

Penyelesaian tingkat kelima

Pengadilan Negeri semata-mata hanya membantu
memberi ketegasan terhadap keputusan P4D, P4P Juga
keputusan Menteri Tenaga Kerja. Barangsiapa yang ti-
dak tunduk kepada keputusén tersébut dapat dituntut

secara hukum pidana.



